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Kerja. Perubahan.

PERATURAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN OMBUDSMAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG INSENTIF KERJA ASISTEN

Menimbang

Mengingat

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan Ijin Prinsip Melaksanakan [jin
Prinsip Menteri Keuangan Nomor S-625/MK.02/2016 tentang
[jin Prinsip Penyesuaian Insentif Kerja bagi Asisten
Ombudsman Republik Indonesia, perlu menetapkan
Peraturan = Ombudsman  Republik Indonesia tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Ombudsman Nomor 13
Tahun 2013 tentang Insentif Kerja Asisten Ombudsman

Republik Indonesia;

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang
Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);
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Menetapkan

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2012 tentang
Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia pada
Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 146, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5328);
Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2009 tentang
Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia;
Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2012 tentang
Penghasilan dan Hak-hak Lain Kepala Perwakilan
Ombudsman Republik Indonesia di Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 180);
Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2010 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan
dan Pemberhentian serta Tugas dan Tanggung Jawab
Asisten Ombudsman (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 604);

Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2012 tentang Penentuan, Persyaratan, dan
Pengembangan serta Penetapan Penjenjangan Karier
Asisten Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1371);

Peraturan Ombudsman Nomor 13 Tahun 2013 tentang
Insentif Kerja Asisten Ombudsman Republik Indonesia
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
S508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Ombudsman Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan
atas Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2013 tentang Insentif Kerja Asisten Ombudsman
Republik Indonesia (Berita Negara Tahun 2014 Nomor
309);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN OMBUDSMAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN OMBUDSMAN NOMOR 13 TAHUN 2013
TENTANG INSENTIF KERJA ASISTEN OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA.
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Pasal I
Ketentuan ayat (1) Pasal 3 Peraturan Ombudsman Nomor
13 Tahun 2013 tentang Insentif Kerja Asisten Ombudsman
Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 508) diubah sehingga Pasal 3 sebagai
berikut :

Pasal 3
(1) Besaran Insentif Kerja bagi Asisten ditetapkan oleh
Ketua Ombudsman berdasarkan Peringkat Kinerja

masing-masing Asisten dengan ketentuan sebagai

berikut:
Besaran Insentif Kerja Berdasarkan
No.|Jenjang Jabatan Peringkat Kinerja
Amat Baik Baik Sedang Buru
1. | Asisten Pratama|Rp2.535.000, Rp1l.729.000Rp922.000 |RpO
2.| Asisten Muda |Rp3.352.000] Rp2.286.000Rp1.219.000| RpO
3.| Asisten Madya |Rp4.819.000] Rp3.287.000Rp1.752.000|RpO
4.| Asisten Utama |Rp7.529.000] Rp5.135.000Rp2.738.000|Rp0
Pasal II

Peraturan Ombudsman ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan Ombudsman ini  dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 25 Agustus 2016

KETUA
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMZULIAN RIFAI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 1 September 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA



